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BAB iI 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar iBelakang iMasalah 

Rumah iadalah isuatu ibangunan iyang iberfungsi isebagai itempat itinggal 

imanusia idan isalah isatu ikebutuhan idasar imanusia. iRumah ibiasanya idibuat 

isenyaman idan iseindah imungkin isupaya ikepemilikikan idari irumah itersebut 

imerasa inyaman isaat imenempatinya. iDalam ikehidupan imasyarakat, iada 

ibeberapa imacam itempat itinggal iyang ibanyak idikagumi imasyarakat iyang idi 

imana imerasa inyaman iapabila idi itinggali ioleh iseorang isaja, idan ijuga ibisa 

idipakai iuntuk iberinvestasi ijangka ipanjang idi iIndonesia isalah isatunya i“rumah 

isusun iatau iapartemen”.
1
 

Dalam ihal iini imenurut iUndang-Undang iRumah iSusun, iPasal i1 

imenyebutkan ibahwa iyang idiartikan idengan iapartemen iadalah ibangunan 

igedung ibertingkat iyang idibangun idalam isuatu ilingkungan idan iterbagi idalam 

ibagian-bagian iyang idistrukturkan isecara ifungsional idalam iarah ihorizontal 

imaupun ivertikal iyang imerupakan isatuan-satuan iyang imasing-masing idapat 

idimiliki idan idigunakan isecara iterpisah, iterutama iuntuk ihunian iyang idilengkapi 

idengan ibagian-bagian ibersama, ibenda ibersama, idan itanah ibersama.
2
 

 iApartemen idi iIndonesia ijuga imengenal iistilah iapartemen istrata ititle idan 

ibanyaknya iistilah iyang idipergunakan ikalangan imasyarakat idi iIndonesia, iseperti 

iapartemen, iflat, icondominium, irumah isusun i(rusun) iakan isemakin 

imembingungkan iorang iawam. iDalam iPerkembangannya imuncul iberbagai 

iistilah ilain idari iapartemen iseperti irumah isusun istrata ititle, icondominium, iflat 

idan ilain isebagainya inamun iarti imaknanya isama isekali itidak iberbeda idengan 
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irumah isusun isehingga itetap itunduk idan iberlaku idalam ipengaturan i iUndang-

Undang iNomor i20 iTahun i2011 iTentang iRumah iSusun.
3
 

Dalam praktiknya di Indonesia dalam akhir-akhir ini, perkembangan 

pembangunan perumahan yang terdapat di kota-kota besar dalam bentuk rumah susun 

komersial seperti apartemen dan kondominium sering terjadi adanya peningkatan 

yang signifikan dan memiliki persaingan yang sangat ketat dalam menarik beberapa 

konsumen. Adapun hal tersebut disebabkan karena rumah susun memiliki konsep 

hunian bertingkat yang dianggap lebih praktis, dan efisien di kota besar yang 

memiliki jumlah penduduk yang pesat dengan lahan yang terbatas.
4
 

Dengan adanya peningkatan yang sangat cepat akan kebutuhan masyarakat 

akan tempat tinggal tersebut yang menimbulkan cara yang praktis dan cepat dalam 

menjual properti baik yang berbentuk perumahan, perkantoran maupun apartemen 

yang dilakukan oleh para pengembang (developer) terutama oleh divisi marketing 

(penjualan / pemasaran) yang dikenal dengan sistem Pre Project Selling. Adapun 

sistem pre project selling ini ialah konsep pemasaran yang menjadi tren sampai saat 

ini di Tanah Air, terutama bagi para pengembang proyek pemukiman (developer). 
5
 

Pre Project Selling biasanya dilakukan oleh pengembang (developer) dengan 

cara melakukan penjualan atau pemasaran kepada pembeli dengan membuat 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang biasa kita sebut dengan PPJB sebelum objek 

jual beli yang bersangkutan itu belum didirikan dan pembeli akan membayar 

sejumlah uang kepada pengembang (developer) yang diikuti dengan pembayaran 

angsuran seiring dengan berjalannya pembangunan sebagai tanda jadi untuk membeli 

sebuah satuan unit rumah rusun modern tersebut. Ada beberapa alasan pengembang 

(developer) diperbolehkan menerima uang dan angsuran dari pembeli sebelum 

bangunan selesai salah satunya ialah untuk memastikan bahwa pengembang dapat 

membiayai pembangunan gedung properti apartemen tersebut. i 
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Pengembang i(developer) idapat imeminjam ilebih imudah idari ilembaga 

ikeuangan idan ipengembang ikemudian idapat imembayar ikontraktor ibangunan 

idengan iuang iyang idiperolehnya idari ipembeli. iBahkan iada ijuga iyang 

imelakukan ikonsep ipemasaran iPre iProject iSelling iini isebagai ites ipasar iuntuk 

imengetahui ireaksi ikonsumen iterhadap iobjek iyang idipasarkan iwalaupun 

isebelum iadanya ipersyaratan iseperti iIzin iMendirikan iBangunan i(IMB), iIzin 

ikonstruksi, idan iizin ilainnya itersebut iyang ibelum idilengkapi.
6
 

Adapun dalam kasus proyek Apartemen dalam sistem Pre Project Selling ini 

dapat kita jumpai seperti kasus Proyek Properti Lippo Group, Kota Baru Meikarta 

Cikarang, Kabupaten Bekasi. Meikarta merupakan salah satu mega proyek yang 

berada di daerah Cikarang yang akan di bangun oleh Lippo Group. Adapun 

pembangunan Meikarta didasarkan atas perkembangan yang pesat di wilayah timur 

Jakarta akibat banyaknya industri-industri besar yang terdapat di wilayah Cikarang 

serta semakin mudahnya transportasi dari dan menuju Jakarta dengan dibangunnya 

kereta listrik otomatis yakni KRL dan LRT. Pembangunan mega proyek Meikarta 

meliputi apartemen, perkantoran, perumahan, an pusat perbelanjaan modern. Dari 

banyaknya rencana pembangunan tersebut, apartemen Meikarta merupakan proyek 

yang menjadi prioritas utama dalam waktu dekat ini. Sekarang ini, pihak pengembang 

bangunan apartemen sedang marak-maraknya memasarkan properti mereka baik di 

dalam media cetak, elektronik, maupun stand-stand yang memasarkan properti 

tersebut. Di dalam pemasarannya, pihak pengembang bangunan menawarkan promosi 

berupa potongan harga yang besar (hingga 42% per unit) serta fasilitas-fasilitas 

penunjang lainnya sehingga dapat menarik minat konsumen untuk membeli 

apartemen tersebut. Jika ada konsumen yang tertarik untuk melakukan pemesanan 

unit Apartemen Meikarta, biasanya konsumen diarahkan untuk membayar booking 

fee atau uang muka terlebih dahulu sebesar 2 (dua) juta rupiah dan terhadap 

pembayaran uang muka tersebut dapat dikembalikan secara penuh . adapun 

konsumen hanya berpegang pada apa yang tercantum di dalam brosur maupun 
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penawaran yang dilakukan oleh pihak pemasaran. Proses pemasaran properti yang 

dipasarkan oleh pihak pemasaran tersebut dilakukan sebelum adanya pembangunan 

terhadap sarana dan prasarana dari bangunan properti tersebut yang dinamakan Pre 

Project Selling. Dalam hal pre project selling ini, sebenarnya merupakan suatu tes 

pasar yang seringkali digunakan untuk mengetahui rekasi dari konsumen atas 

pemasaran properti tersebut.
7
 Para pengembang atau developer memanfaatkan situasi 

itu, dengan melakukan penjualan atas properti dengan harapan bahwa penjualannya 

menjadi banyak peminat dan cepat habis terjual. Yang menjadi masalah disini ialah 

mega proyek Meikarta, termasuk proyek pembangunan apartemen Meikarta yang 

belum mengantongi izin yang harus dipenuhi dari Pemerintah Kota Bekasi untuk 

membangun sebuah kawasan mengenai tata ruang dan lingkungan dan serta Grup 

Lippo saja telah secara terang-terangan memasarkan ribuan hunian rumah susun 

modern (Apartemen) ditengah segala perizinan yang belum mereka dapatkan. 

Meskipun belum diterbitkan izin untuk oembangunan di kawasan tersebut hingga saat 

ini pembeli atau konsumen yang telah selesai melakukan transaksi pembelian 

apartemen Meikarta tersebut telah mencapai 32.000 (tiga puluh dua ribu) orang .
8
 

Dalam ihal iPre iProject iSelling iini imengenai iinformasi idasar itentang 

iadanya ilegalitas iatau iperizinan isuatu ibangunan iyang idimana iharus idikuasai 

ioleh ipengembang imerupakan ihal iyang isangat ipenting ibagi ipembeli isupaya 

ipembeli ibisa imengantisipasi ijika iadanya ipermasalahan iyang iada ikedepannya. 

iMenurut iSudaryatmo, iada ibeberapa iperizinan iyang isemestinya ibahkan iwajib 

idiketahui ioleh ipembeli isaat ipengembang imemasarkan iproduk iproperti, 

idiantaranya inomor isertifikat itanah idari iBadan iPertanahan iNasional iyang 

ibertujuan iuntuk imemastikan ibahwa ipengembang isecara ifisik idan ilegal isudah 

imenguasai ilokasi itanah iyang iakan ihendak idibangun.
9
 i 
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Dalam ihal isistem iPre iProject iSelling iini isebenarnya ibisa imenjadi 

ipersoalan iyang iserius ibagi ipembeli iapabila idari ipihak ipengembang iyang 

ibersangkutan iitu itidak ibertanggungjawab imisalnya idalam ihal ipembayaran iuang 

imuka iyang isudah iterlanjur idibayarkan isedangkan iproyek itidak iada ikejelasan 

isama isekali imengenai ikapan ipembangunan idapat iditerima ioleh ipara ipembeli, 

isehingga ihal itersebut itentunya isangat imenentukan inasib ipembeli imengenai 

ihaknya idalam imendapatkan isesuatu iyang isesuai idengan iapa iyang isudah 

idibuat idalam iperjanjian isecara itertulis idengan ibentuk iperjanjian ipengikatan 

ijual ibeli i(PPJB) iyang idibuat isepihak idan isecara ibaku ioleh ipengembang iyang 

iseringkali ipembeli itak idilibatkan idan ihanya iterima ibersih iuntuk 

iditandatangani, isehingga ipembeli iberada idi iposisi ilemah. iTentunya ijika 

ihendak imembeli isebuah ibarang iyakni iproperti, ipara icalon ipembeli iapartemen 

itersebut, iwajib isekali iuntuk imelihat ikelengkapan iberkas-berkas iserta iperjanjian 

iyang idibuat ipara ipengembang.
10

 i 

Dalam hal ini, kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh pengembang proyek 

Meikarta diduga melanggar ketentuan yang terdapat pada Pasal 42 ayat(2) Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang berbunyi
11

: 

“Dalam hal pemasaran dilakukan sebelum pembangunan rumah susun 

dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku pembangunan 

sekurang-kurangnya harus memiliki: a. Kepastian peruntukkan ruang; b. 

Kepastian hak atas tanah; c. Kepastian status penguasaan rumah susun; d. 

Perizinan pembangunan rumah susun; e. Jaminan atas pembangunan rumah 

susun dari lembaga penjamin.” 

Selanjutnya, sebagaimana terdapat pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2011 tentang Rumah Susun terdapat pengaturan yang pada pokoknya ialah 

proses jual beli sebelum pembangunan rumah susun selesai yang dilakukan melalui 

perjanjian pengikatan jual beli yang harus memenuhi salah satu persyaratan terkait 

kepastian atas keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen). Adapun 
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pengaturan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 

Susun, berbunyi
12

: 

(1) Proses jual beli sarusun sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat 

dilakukan PPJB yang dibuat di hadapan Notaris. 

(2) PPJB sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan setelah memenuhi 

persyaratan kepastian atas:  

a. status kepemilikan tanah; 

b. kepemilikan IMB; 

c. ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum; 

d. keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan 

e. hal lain yang diperjanjikan 

berdasarkan pengaturan tersebut, dapat dilihat bahwa pembangunan apartemen 

mega proyek Meikarta telah melanggar poin yang seharusnya dimiliki oleh 

pengembang sebelum melakukan pemasaran, antara lain perizinan pembangunan 

rumah susun dan ketersediaan bangunan sebesar 20% (dua puluh persen). Selain itu, 

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pun memberikan pernyataan secara 

tegas bagi konsumen untuk memnunda pembelian apartemen Meikarta, karena belum 

adanya kepastian hukum mengenai proyek pembangunan.
13

 Hal ini didasarkan pada 

posiso konsumen dimana yang sangat rentan dan lemah untuk dirugikan karena tidak 

adanya jaminan atas kepasstian bangunan tersebut. Dalam arti, posisi konsumen 

sangat rentan dirugikan karena konsumen melakukan pembelian unit apartemen 

Meikarta yang objeknya belum ada dan pembangunannya belum memenuhi kriteria 

persyaratan administratif sesuai undang-undang yang berlaku. Bahkan, dalam 

ketentuan yang dituangkan di dalam perjanjian pengikatan jual beli yang diberikan 

kepada konsumen. Adapun perjanjian baku merupakan bentuk perjanjian yang paling 

banyak digunakan apabila salah satu pihak sering berhadapan dengan pihak lain 
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dalam jumlah yang sama dan memiliki kepentingan yang sama.
14

 Adapun perjanjian 

baku tersebut berupa formulir yang telah dibakukan oleh produsen tanpa 

mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki oleh konsumen.
15

 Di dalam 

salah satu pasalnya yang berada dalam segala gambar denah unit (floor plan) dapat 

berubah dari rancangan awal dalam perjanjian atas pertimbangan pengembang tanpa 

perlu persetujuan konsumen yang memesan. 

Berdasarkan ipenjabaran iterkait ipermasalahan iyang imenyangkut 

ipembangunan idan ipenjualan iapartemen iMeikarta, isehingga iterdapat ibeberapa 

ipotensi imasalah iyang idapat imenimbulkan ikerugian ikepada ikonsumen iyaitu 

ipada isaat ipra-beli idan ipembelian. iPada isaat ipra-beli idilakukan, ipihak 

iMeikarta itelah imempublikasikan iharga iapartemen ipada imedia icetak idan 

ielektronik iseperti iyang itercantum ipada ikoran iKompas iedisi i16 iAgustus i2017 

iyang idi idalam inya itercantum ibiaya iapartemen, idenah, ispesifikasi iunit iatau 

ibarang ihingga ipihak imarketing iapartemen iMeikarta. iDari ipublikasi iyang 

itertera ipada itanggal i16 iAgustus i2017, ikonsumen iyang iberminat iuntuk 

imemesan iunit iapartemen imelalui ipihak imarketing iakan idiarahkan iuntuk 

imembayar iuang imuka isebagaimana itertera isebesar i2 ijuta irupiah. iAdapun 

ipembayaran ibooking ifee idilakukan ipaling ilambat isebelum itanggal i17 iAgustus 

i2017 iyang ilalu, iagar ipihak ikonsumen imemperoleh ipotongan isebesar i42% 

i(empat ipuluh idua ipersen) idengan iiming-iming ijanji iberupa idapat 

idikembalikan isecara ipenuh. iNamun, idalam ifakta iyang iada isaat ipemilihan iunit 

iyang iditetapkan ipada itanggal i18 iAgustus i2017, iharga iyang itertera idi ikoran 

iberbeda ijauh idengan iharga iyang idisepakati idi iawal iyang ipada isaat iitu idi 

ipatok idengan iharga i280 ijuta irupiah, inamun ipada ipemilihan iunit iyang 

iditetapkan isebesar i600 ijuta irupiah. iSehingga ikonsumen iyang itidak isetuju i 

idengan iharga itersebut, imembatalkan iminatnya iuntuk imembeli iapartemen 

iMeikarta itersebut. iNamun isaat ihendak imeminta ipembatalan iunit idan 
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ipengembalian iuang imuka, ipihak iMeikarta imempersulit ikeadaan idi imana 

ikonsumen iharus imenunggu i30 ihari iserta iuang imuka i(booking ifee) itersebut 

idicairkan isebagaimana ipada iwaktu iyang idiperjanjikan ibahwa ipengembalian 

iuang ibooking ifee iharus idilakukan isebelum itanggal i17 iAgustus i2017. iAdapun 

iketentuan imengenai isyarat-syarat ipengembalian itersebut itidak itertera idalam 

iberbagai iklausul iperjanjian. iPotensi imasalah ikedua iyang iterjadi iketika iwaktu 

ipembelian. iPada idasarnya, ipembangunan iapartemen iMeikarta ibelum idilakukan 

ipembebasan ilahan iserta ibelum iditerbitkannya iizin ipembangunan iapartemen 

iMeikarta idan ibelum imemenuhi isyarat iyang iditetapkan idi idalam iundang-

undang. iDalam ihal iini, iartinya imasih iada ipotensi ibahwa ipembangunan 

iapartemen iMeikarta igagal iuntuk idilaksanakan iapabila ipembangunan iapartemen 

idilaksanakan itetapi itidak isesuai idengan iwaktu iyang idiperjanjikan. 

Dalam ikasus idi iatas, ijika idibandungkan idengan ikasus iapartemen iAntasari 

i45 imemiliki ikesamaan ipokok ipermasalahan iyakni imengenai iperuntukan ilahan 

iserta iizin idari ibangunan itersebut iyang idimana ikasus iapartemen iini imelibatkan 

iProspek iDuta iSukses i(PDS). iPara ipembeli iApartemen i45 iAntasari iyang 

imenuntut ipengembang iPT iProspek iDuta iSukses i(PDS) iuntuk imengembalikan 

iuang ipembelian iApartemen i45 iAntasari isekitar i164 imiliar irupiah iyang itelah 

imereka ibayar isebelumnya. iSampai idengan itahun iini idi itahun i2022, iapartemen 

iyang iberlokasi idi iJl. iPangeran iAntasari iNo. i45, iCilandak, iJakarta iSelatan iini 

ihanya iberbentuk i5 ilantai ibasement, imenjadikan ipotensi itotal ikerugian iyang 

idialami iseluruh ikonsumen imencapai i591,9 imiliar irupiah.
16

 

Dalam ikasus iyang idialami, iterdapat isejumlah ikejanggalan idalam itransaksi 

ijual-beli iApartemen i45 iAntasari ioleh ipara ipihak ipembeli. iKejanggalan iitu 

iyakni ipada i2014 isaat ipemasaran, ipengembang iPT. iPDS imenjual iApartemen 

i45 iAntasari iyang ibelum imemiliki iIzin iMendirikan iBangunan i(IMB) isama 

ihalnya iseperti iizin ibangunan irumah isusun iMeikarta. iHal itersebut iterbukti 
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ibahwa iPengembang iApartemen i45 iAntasari i(PT iPDS) itidak ibisa imenunjukkan 

ibukti imampu imenyelesaikan ipembangunan. iSampai isaat iini, iPT iPDS itidak 

ibisa imenunjukkan idokumen ifinansial iseperti ibank iguarantee, iuang isuntikan 

imodal, idan ibukti ilainnya iyang ibisa imembuktikan ikemampuan imereka idalam 

imenyelesaikan iproyek iApartemen i45 iAntasari.
17

 

Tentu ihal iini isangatlah imerugikan ikonsumen i(pembeli) idan ihak-hak 

ikonsumen ipun iyang itertuang idalam iPasal i4 iayat i8 iUndang-Undang iNomor i8 

iTahun i1999 iTentang iPerlindungan iKonsumen iyang idi imana ikonsumen iatau 

ipembeli iberhak iuntuk imendapatkan ikompensasi, iganti irugi idan/atau 

ipenggantian, iapabila ibarang idan/atau ijasa iyang iditerima itidak isesuai idengan 

iperjanjian iatau itidak isebagaimana imestinya ijuga iterabaikan ikarena itidak 

iadanya itanggungjawab idari ipihak ipengembang iterhadap ikonsumen iyang itelah 

imembayar iuang idimuka iterlebih idahulu.
18

 

 iOleh ikarena iitu, ipentingnya iakan iperlindungan ihukum iterhadap ihak i-

hak ikonsumen i(pembeli) imengenai ibarang iyang isudah imereka ibeli iyang 

iseharusnya imenjadi ihak idan iatau imilik imereka iapabila ipengembang 

i(developer) ilalai imenjalankan ikewajibannya idalam iperjanjian ijual ibeli idengan 

isistem iinden i(Pre iProject iSelling).
19

 iBerdasarkan i ikasus idiatas, imaka idalam 

iskripsi iini ipenulis iingin imeneliti ilebih ilanjut imengenai ibagaimana 

iperlindungan ihukum iterhadap ipihak ipembeli i(konsumen) idalam ikasus idiatas 

idengan imengambil ijudul i“PERLINDUNGAN iHUKUM iTERHADAP iHAK-

HAK iKONSUMEN iATAS iPEMBELIAN iUNIT iAPARTEMEN iYANG 

iTIDAK iMEMILIKI iIZIN” i 

1.2 Identifikasi iMasalah i 

Adapun isebuah iakta iPerjanjian iPengikatan iJual iBeli iatau idisebut idengan 

i“PPJB” iyang idijadikan idasar ikepemilikan ihak iatas itanah idan ibangunan 

                                                           
17

 Ibid 
18

 Pasal 4 ayat 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  
19

 Ibid 
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iapabila itelah imemenuhi isyarat isah isuatu iperjanjian idan idibuat idi ihadapan 

ipejabat iyang iberwenang idalam ihal iini, iNotaris imerupakan ialat ibukti iyang 

isah, iterkuat idan ibahkan iterpenuh iserta imengikat iantara ipara ipihak. iNamun 

ikarena iadanya i iperjanjian iyang itidak ibegitu ijelas idan imerugikan ipara 

ikonsumen iatas ibarang iyang idiperjanjikan itidak isesuai idalam iperjanjian 

imembuat iterjadinya iingkar ijanji ioleh ipihak ipelaku iusaha ikarena itidak 

imelaksanakan iapa iyang itelah idiperjanjikan isebelumnya. iHal iini iterdapat ipada 

ipihak iLippo iGroup iMeikarta iyang ikarena iizin idari ibangunan itersebut itidak 

idikantongi iyang imembuat i ikonsumen i(pembeli) iyang itelah imembayar iuang 

imuka iatas iunit ihunian itersebut imerasa idirugikan idan itidak iadanya ipengalihan 

iganti irugi iyang isebagaimana iharus idiberikan ikepada ikonsumen imenjadi 

ihilangnya ihak idari ikonsumen itersebut. iDalam ikasus iini ijuga iturut iadanya 

iperan idari ipemerintah, iyang idi imana iterdapat ipada iPasal i29 iUndang-Undang 

iNomor i8 iTahun i1999 itentang iPerlindungan iKonsumen i(UUPK) iyang 

imengatakan ibahwa iPemerintah iturut ibertanggung ijawab iatas ipembinaan 

ipenyelenggaraan iperlindungan ikonsumen iyang imenjamin idiperolehnya ihak 

ikonsumen idan ipelaku iusaha iserta idilaksanakannya ikewajiban ikonsumen idan 

ipelaku iusaha. iTanpa iadanya ibantuan ipengawasan idari iPemerintah imengenai 

ihak ihak ikorban ikasus iMeikarta iini, imengakibatkan igugurnya ihak iyang ibisa 

idiperoleh ipihak ikonsumen idalam ipembelian ihunian iapartemen idi iKawasan 

iMeikarta itersebut. iMelihat ikejadian itersebut, ipenulis imencoba iuntuk imencari 

ipenyelesaian ihukum iatas ipermasalahan itersebut idan ibagaimana iperlindungan 

ihukum iyang idiberikan ikepada ipihak ikonsumen idalam ipembelian iunit 

iapartemen iyang itidak imemiliki iizin itersebut iserta imemberikan iupaya-upaya 

iyang idiperoleh ipihak ikonsumen iuntuk imemenuhi ihak-hak ikonsumen imenurut 

iPasal i4 iUUPK. i 

1.3 Rumusan iMasalah 
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Berdasarkan ilatar ibelakang idan iidentifikasi imasalah iyang isudah 

idijabarkan, imaka ipenulis iakan imerumuskan imasalah iguna imenemukan 

ijawaban iterhadap ipermasalahan iyang iditeliti isebagai iberikut i: 

1. Bagaimana Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Antara Pihak 

Pengembang dengan Pembeli dalam Penjualan Satuan Unit Apartemen 

Meikarta Secara Pre Project Selling? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen terkait ganti 

kerugian atas pembelian unit apartemen yang tidak memiliki izin menurut 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? 

1.4 Tujuan idan iManfaat iPenilitian 

1.4.1 Tujuan iPenelitian 

Berdasarkan irumusan imasalah iyang itelah idisusun isebelumnya, imaka 

ipenelitian iini imempunyai itujuan iyaitu i: 

a. Untuk imengetahui ikeabsahan iPerjanjian iPengikatan iJual iBeli iantara ipihak 

ipengembang idengan ipembeli idalam ipenjualan isatuan iunit iapartemen 

isecara iPre iProject iSelling 

b. Untuk imengetahui ipembayaran iatau ipemenuhan iganti ikerugian iterhadap 

ikonsumen iyang isudah imembayar isejumlah iuang iuntuk imembeli iunit 

iapartemen iyang itidak imemiliki iizin 

1.4.2 Manfaat iPenelitian 

a. Manfaat iTeoritis 

Untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat awam bagaimana 

perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen atas pembelian unit 

apartemen yang tidak memiliki izin menurut Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen. 

b. Manfaat i iPraktis 

Penulisan ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada pihak-pihak terkait 

agar dapat memperhatikan perlindungan hukum bagi konsumen terkait tidak 

Perlindungan Hukum.., Christian Yosafat Simamora, Fakultas Hukum, 2022



12 
 

adanya suatu perizinan suatu bangunan hunian serta hak-hak konsumen yang 

didapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

1.5 Kerangka iTeoritis, iKerangka iKonseptual idan iKerangka iPemikiran 

1.5.1 Kerangka iTeoritis 

Penelitian ini menggunakan teori: 

a. Teori Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum 

merupakan adanya segala upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara 

mengalokasikan dalam rangka kepentingan tersebut. Perlindungan hukum yang 

didapatkan oleh  konsumen bertujuan untuk melindungi kepentingan  serta hak 

hak konsumen, agar konsumen terhindar dari kerugian yang ditimbulkan dari 

adanya jual-beli antar konsumen dan pelaku usaha. Hukum perlindungan 

konsumen memuat asas-asas yang bersifat mengatur, dan juga bersifat 

melindungi konsumen.
20

  

b. Teori Ganti Kerugian, Ganti kerugian adalah bagian dari pembahasan hukum 

perdata yang karenanya patut terlebih dahulu didefinisikan. Hukum Perdata 

merupakan peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antar orang yang 

satu dengan orang yang lainya. Dalam pengertian di atas terdapat beberapa 

unsur antara lain unsur peraturan hukum, yang dimaksud dengan peraturan 

hukum adalah rangkaian ketentuan mengenai ketertiban dan berbentuk tertulis 

dan tidak tertulis dan mempunyai sanksi yang tegas. Unsur selanjutnya adalah 

unsur hubungan hukum, yang dimaksud dengan hubungan hukum adalah 

hubungan yang diatur oleh hukum hubungan yang diatur oleh hukum itu adalah 

hak dan kewajiban orang perorang, sedangkan unsur yang terakhir adalah unsur 

orang, yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum yaitu pendukung 

hak dan kewajiban, pendukung hak dan kewajiban itu dapat berupa manusia 

pribadi ataupun badan hukum.
21

  

                                                           
20

 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2000, hal 53 
21

 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia,( Cetakan Pertama ), Bandung: PT.Citra 

Aditya Bakti, 1990, hlm. 1-2 
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Adapun  ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan 

wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh 

Perbuatan Melawan Hukum. Dalam hal ini, ganti rugi yang muncul dari 

wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak 

melaksanakan komitmentnya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka 

menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam 

perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.
22

 

Teori ganti rugi sangatlah diperlukan dalam pemenuhan perlindungan 

konsumen, pembelian unit bangunan tanpa izin dapat menimbulkan kerugian 

bagi konsumen karena barang yang di perjanjikan tidak sesuai dengan isi dari 

perjanjian yang ada sehingga hal ini menyebabkan kerugian pada konsumen 

tersebut. 

1.5.2 Kerangka iKonseptual 

Supaya ilebih ijelas iterarahnya ipenulisan iini, imaka ipenulis imemberikan 

isuatu igambaran ikerangka ikonseptual iuntuk imerumuskan imakna idiantaranya: 

a. Perlindungan iHukum iMenurut iSatjipto iRahardjo imengenai ipendapatnya 

iterntang iperlindungan ihukum, ibahwa: i
23

 

“Perlindungan iHukum iadalah imemberikan ipengayoman ikepada ihak iasasi 

imanusia iyang idirugikan ioleh iorang ilain idan iperlindungan itersebut 

idiberikan ikepada imasyarakat iagar imereka idapat imenikmati isemua ihak-

hak iyang idiberikan ioleh ihukum” i 

b. Perjanjian iMenurut iSubekti, isuatu iperjanjian imerupakan iperistiwa idimana 

iseorang ikepada iyang ilain iberjanji iatau idimana idua iorang iatau ilebih iitu 

isaling iberjanji iuntuk imelaksanakan isuatu ihal itertentu. iDalam iperistiwa 

iini, itimbullah isuatu ihubungan ihukum iantara idua iorang iatau ilebih 

itersebut iyang idinamakan idengan iPerikatan. iPerjanjian iitu imenerbitkan 

                                                           
22

 M.A. Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan Pertama, ( Jakarta: Pradnya 

Paramita, 1979). hlm. 11. 
23

 Satjipto Rahardjo. Op.Cit,. hlm 53 
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iberupa isuatu irangkaian iperkataan iyang imengandung ijanji-janji iatau 

ikesanggupan iyang idiucapkan iatau iditulis.
24

 

c. Rumah iSusun i(Apartemen), iRumah isusun iadalah ibangunan igedung 

ibertingkat iyang idibangun idalam isuatu ilingkungan iyang iterbagi idalam 

ibagian-bagian iyang idistrukturkan isecara ifungsional, ibaik idalam iarah 

ihorizontal imaupun ivertikal idan imerupakan isatuan-satuan iyang imasing-

masing idapat idimiliki idan idigunakan isecara iterpisah, iterutama iuntuk 

itempat ihunian iyang idilengkapi idengan ibagian ibersama, ibenda ibersama, 

idan itanah iBersama.
25

 

d. Penjualan idan iKepemilikan iRumah iSusun 

Adapun isistem ipenjualan idalam irumah isusun idapat imenjual isatuan 

irumah isusun i(SRS) ikepada imasyarakat imelalui idua icara iyaitu i: 

1) Penjualan isatuan irumah isusun i(SRS) imelalui ipembuatan iPerjanjian 

iPengikatan iJual iBeli i(PPJB) 

2) Penjualan isatuan irumah isusun i(SRS) imelalui ipembuatan iAkta iJual 

iBeli i(AJB). iDalam isistem ikepemilikan irumah isusun imenurut iPasal i1 

iayat i11 iUndang-Undang iNomor i20 iTahun i2011 itentang iRumah 

iSusun imenyatakan ibahwa ipengertian iSertifikat iHak iMilik iatau iyang 

ibiasa ikita isebut idengan iSHM iatas isatuan irumah isusun iadalah itanda 

ibukti ikepemilikan iatas isatuan irumah isusun idiatas itanah ihak imilik, 

ihak iguna ibangunan i(HGB) iatau ihak ipakai iatas itanah inegara, idan 

ihak ipakai iatas itanah ihak ipengelolaan.
26

 

e. Wanprestasi iSerta iPerbuatan iMelawan iHukum, iPengertian iwanprestasi 

idiatur ipada iPasal i1238 iKUHPerdata iyang idi imana isi idebitur idinyatakan 

ilalai idengan isurat iperintah, iatau idengan iakta isejenis iitu iyang 

iberdasarkan ikekuatan idari iperikatan iitu isendiri, iyaitu ibila iperikatan iini 

imengakibatkan idebitur iharus idianggap ilalai idengan ilewatnya iwaktu iyang 

                                                           
24

 Subekti, Hukum Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 1-2 
25

 Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun 
26

 Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun 
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iditentukan.
27

 iSedangkan idalam itindakan iperbuatan imelawan ihukum 

isebagaimana itertuang ipada iPasal i1365 iKUHPerdata iialah iperbuatan iyang 

idimana ipihak iyang idirugikan ioleh ipihak ilain iberhak imenuntut iganti irugi 

ikepada iyang imembawa ikerugian ikepada ipihak ilain itersebut.
28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3 Kerangka iPemikiran 

 

                                                           
27

 Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
28

 Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
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1.6 Sistematika iPenulisan 

Adapun iSistematika iPenulisan iini, isistem ipenulisan iterdiri iatas i5 i(lima) 

ibab iyang iberdasarkan ibuku ipedoman ipenulisan iskripsi iUniversitas 

iBhayangkara iJakarta iRaya, iyang idimana imasing-masing ipembahasannya, 

UUD 1945 

Kitab Undang Undang Hukum Perdata 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 
Tentang Rumah Susun 

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli 
Apartemen Meikarta 

1. Bagaimana Keabsahan Perjanjian 
Apartemen Meikarta dalam sistem Pre 

Project Selling?  

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap 
hak-hak konsumen terkait ganti kerugian 
yang tidak memiliki izin sesuai dengan 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen? 

Analisis 
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ipenulis imenguraikan isecara isingkat idan imemiliki iketerkaitan iantara isatu iakan 

iyang ilainnya, iyakni imeliputi i: 

BAB iI i PENDAHULUAN 

Pada ibab iini, iberisi ibahasan imengenai ilatar ibelakang imasalah, 

iidentifikasi idan irumusan imasalah, itujuan idan imanfaat ipenelitian, ikerangka 

iteori, ikerangka ikonseptual idan ikerangka ipemikiran, imetode ipenelitian, iserta 

isistematika ipenulisan. 

BAB iII iTINJAUAN iPUSTAKA 

Pada ibab iini, iakan imembahas imengenai itinjauan ipustaka imengenai iteori-

teori itentang iperlindungan ikonsumen iyang idigunakan idalam ipenelitian iini 

iuntuk imengaitkan ihasil idan itinjauan ipustaka iyang idiperoleh idari isumber-

sumber iberkaitan idengan iperlindungan ihukum ibagi ikonsumen. 

BAB iIII iMETODE iPENELITIAN 

Pada ibab iini, ipenulis i iakan imenjelaskan ihasil ipenelitian iyang iterkait 

idengan imetode ipenelitian ihukum idalam imenjabarkan idan imencari iinformasi 

imengenai irumusan imasalah. 

BAB iIV i iHASIL iPENELITIAN iDAN iPEMBAHASAN 

Pada ibab iini ipenulis imembahas idan imenganalisis itentang ianalisa 

irumusan imasalah idan ianalisis itentang ihasil ipenelitian itentang ibagaimana 

ikeabsahan iPerjanjian iPengikatan iJual iBeli idan iperlindungan ihukum iterhadap 

ihak i– ihak ikonsumen iterkait iganti ikerugian iatas ipembelian iunit iapartemen 

iyang itidak imemiliki iizin. 

BAB iV i i iPENUTUP 

Pada ibab iini, ipenulis iakan imenarik ikesimpulan idan imemberi isaran iyang 

iberhubungan idengan ipenelitian iyang itelah ipenulis ilakukan iyang iterkait idengan 

irumusan imasalah. 
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